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Selama pemberlakuannya, beberapa kendala dialami BPSK, seperti lemahnya sumber daya manusia, sarana
dan prasarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan dana operasional kegiatan,
hingga kelemahan lain dalam UUPK sendiri, Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah
terhadap keberadaan BPSK dapat dibuktikan dengan cukup banyak daerah di Indonesia yang belum
memiliki BPSK di daerahnya masing-masing. Untuk menjawab rumusan masal ah pertama, langkah yang
penulis lakukan ialah dengan menganalisis jurnal-jurnal terkait serta membandingkan peran dari BPSK dan
BPKN itu sendiri dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak konsumen. Kemudian untuk
menjawab kedua rumusan masalah pada penulisan ini, penulis menggunakan metode wawancara. BPKN dan
BPSK ini tidak memiliki garis putus-putus atau tidak memiliki garis koordinasi, sehingga BPSK dalam
menjaankan tugasnya sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh BPKN. Penggabungan BPKN dan BPSK
merupakan langkah yang tepat untuk optimalisasi hak konsumen dalam mendapatkan hak penyelesaian
sengketa yang patut, karena banyaknya permasalahan pada BPKN dan BPSK menyebabkan
ketidakoptimalan BPKN dan BPSK dalam memenuhi hak konsumen khususnya pada penyel esaian sengketa
konsumen. Bentuk dari rekonstruksi penggabungan BPKN dan BPSK ini adalah dengan menggabungkan
BPKN dan BPSK dibawah satu nama BP2SK (Badan Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen),
dengan formasi baru yang nantinya memiliki penguatan pada BPKN.

...... During its implementation, BPSK experienced several obstacles, such as weak human resources, limited
facilities and infrastructure, lack of public trust, limited operational funds for activities, and other
weaknesses in the UUPK itself. The lack of attention and support from regional governments for the
existence of BPSK can be sufficiently proven. Many regions in Indonesia do not yet have BPSK in their
respective regions. To answer the first problem formulation, the step the author took was to analyze related
journals and compare the roles of BPSK and BPKN themselvesin carrying out their duties to protect
consumer rights. Then, to answer the two problem formulations in this writing, the author used the interview
method. BPKN and BPSK do not have a dotted line or no line of coordination, so that BPSK carries out its
own duties and cannot be intervened by BPKN. The merger of BPKN and BPSK is the right step to optimize
consumer rights in obtaining appropriate dispute resolution rights, because the many problems with BPKN
and BPSK cause BPKN and BPSK to be suboptimal in fulfilling consumer rights, especially in resolving
consumer disputes. The form of reconstruction of the merger of BPKN and BPSK is by combining BPKN
and BPSK under one name BP2SK (Consumer Protection and Dispute Resolution Agency), with anew
formation which will later have strengthening of BPKN.
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